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I. UMUM 

Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional diamanatkan 
dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan merupakan 
salah satu jenis program jaminan sosial. Dalam rangka membentuk 
Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu pengaturan yang terpadu dalam 
penyelenggaraan jaminan kesehatan.  

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Peneyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib 
membayar dan menyetor iuran jaminan kesehatan yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada Badan Peneyelenggara Jaminan Sosial. 
Pemerintah yang merupakan pemberi kerja bagi pegawai negeri sipil, 
membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Adapun 
besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan 
sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Presiden.  
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